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PENETAPAN
Nomor 1198/Pdt.P/2017/PA.Pra

peZ oz I alll pn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Lalu Abdul Salam bin Muhali, umur 48, agama Islam, pekerjaan tani, tempat
tinggal di Karang Jumat Desa Marong, Kecamatan Praya Timur,
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : “Pemohon I”

Serasih binti Bakti, umur 37, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di
Karang Jumat Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten
Lombok Tengah, sebagai : “Pemohon II”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07
September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya,
Nomor 1198/Pdt.P/2017/PA.Pra, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah
dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan

secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 1990
di Dusun Karang Jumat Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten
Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il berwakil
kepada Murdas dengan maskawin berupa emas 5 gram dibayar tunai., ijab
kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon |
tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing
bernama Dirasih dan Lalu Ahmad Dahlan;

2. Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon | berstatus

jejaka, dan Pemohon Il berstatus perawan;
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3. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon tidak memiliki hubungan
nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu
pernikahan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan para Pemohon hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang dan telah dikaruniai
keturunan bernama : Lalu Denia Januarta, laki-laki, umur 7 tahun;;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat dan merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon
tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum
pernah bercerai;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta
nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor
Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon
membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan
mengurus akta nikah, dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan
penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Praya Cqg. Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il ;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Lalu Abdul Salam bin
Muhali) dengan Pemohon Il (Serasih binti Bakti) yang telah dilaksanakan
pada tanggal 25 Nopember 1990 di Dusun Karang Jumat Desa Marong
Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Dan/atau menjatukah penetapan lain yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri, oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak
berperkara  yang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan

tersebut yang isinya dipertahankan para Pemohon;
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Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :
A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Nomor:
45159/800/DUKCAPIL/2017, atas nama Pemohon 1 (Lalu Abdul
Salam). Yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk an. Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon Il NIK
5202066405800001. Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut
bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;

B. Saksi-saksi:

1. Duraya bin Nurahman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempa tinggal di Karang Jumat, Desa Marong Kecamatan Praya
Timur  Kabupaten Lombok Tengah ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah

di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita

acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada

pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena
sebagai paman;

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 1990 di
Dusun Karang Jumat Desa Marong Kecamatan Praya Timur
Kabupaten Lombok Tengah sesuai syari'at agama Islam;

- Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I
berwakil kepada Murdas;

- Bahwa ljab kabul di ucapkan secara langsung oleh wali nikah
dengan Pemohon I;
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- Bahwa saksi-saksinya adalah Dirasih dan Lalu Ahmad Dahlan,
dengan maskawinnya adalah emas 5 gram dibayar tunai. ;

- Bahwa Pemohon | berstatus jejaka, dan Pemohon Il berstatus
perawan dan Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan
terhadap pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il hidup bersama
sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai keturunan
bernama : Lalu Denia Januarta, laki-laki, umur 7 tahun;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il selama tinggal bersama
sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dan tetap
beragama Islam;

- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak
tercatat di KUA setempat karena tidak didaftarkan di KUA tersebut;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan Itsbat adalah
untuk dapat mengurus penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran
Anak;

2. Lalu Ahmad Dahlan Bin Muhali, umur 52 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani bertempat tinggal di Karang Jumat, Desa Marong
Kecamatan Praya  Timur Kabupaten Lombok Tengah ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah

di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita

acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada

pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena
sebagai kakak kandung Pemohon I;

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 1990 di
Dusun Karang Jumat Desa Marong Kecamatan Praya Timur
Kabupaten Lombok Tengah sesuai syari‘at agama Islam;

- Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il
berwakil kepada Murdas;
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- Bahwa ljab kabul di ucapkan secara langsung oleh wali nikah
dengan Pemohon I;

- Bahwa saksi-saksinya adalah Dirasih dan Lalu Ahmad Dahlan,
dengan maskawinnya adalah emas 5 gram dibayar tunai. ;

- Bahwa Pemohon | berstatus jejaka, dan Pemohon Il berstatus
perawan dan Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan
terhadap pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il hidup bersama
sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai keturunan
bernama : Lalu Denia Januarta, laki-laki, umur 7 tahun;;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il selama tinggal bersama
sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dan tetap
beragama Islam;

- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena tidak
tercatat di KUA setempat karena tidak didaftarkan di KUA tersebut;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan Itsbat adalah
untuk dapat mengurus penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran
Anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon
menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyakan apapun
kepada para saksi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan
perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah seperti diuraikan tersebut di atas;
Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas

menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para
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Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah
hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan kepada pasal 49
ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan
Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (¢) Kompilasi
Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima
dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,
terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum
para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi
Hukum Islam disebutkan :“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah
ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang
berkepentingan dengan perkawinan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan menunjukkan
bahwa Pemohon | sebagai kepala rumah tangga, sedangkan Pemohon I
sebagai istrinya, maka majelis hakim menilai ternyata para Pemohon adalah
pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, dengan demikian
para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat
dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah
karena para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal
para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Nopember
1990 menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan
bukti keabsahan pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa
para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat
Islam di Dusun Karang Jumat Desa Marong Kecamatan Praya Timur
Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 25 Nopember 1990 dengan wali
nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Murdas, dan dihadiri saksi
nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Dirasih dan
Lalu Ahmad Dahlan dengan mas kawin berupa emas 5 gram dibayar tunai.;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 6, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy
Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon | yang
berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.2 (fotokopy
Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon Il yang
berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat
diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan
pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil
angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat
diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan
pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil
angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
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sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah sesuai dengan
syari'at Islam pada tanggal 25 Nopember 1990 di Dusun Karang Jumat
Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dalam
wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur dengan wali
nikah Pemohon Il adalah ayah kandung Pemohon Il berwakil kepada
Murdas, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali
dengan Pemohon |, dengan maskawin emas 5 gram dibayar tunai dan
disaksikan oleh 2 orang saksi Dirasih dan Lalu Ahmad Dahlan;

2. Bahwa, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon | berstatus
jejaka dan Pemohon Il berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan
darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang lain
yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

3. Bahwa, antara Pemohon | dengan Pemohon Il setelah pernikahan telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah
bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang, dan telah dikaruniai
orang anak bernama :bernama : Lalu Denia Januarta, laki-laki, umur 7
tahun;

4. Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena karena tidak
didaftarkan di KUA dan mengajukan Itsbat nikah tersebut dalam rangka
untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon | dengan Pemohon Il adalah pasangan suami istri yang
menikah menurut syari'at Islam dan telah terpenuhi syarat rukunnya;
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2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il terjadi pada
tanggal 25 Nopember 1990 di Dusun Karang Jumat Desa Marong
Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dalam wilayah
hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur;

3. Bahwa, antara para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan
baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku, tetapi tidak terdaftar di KUA setempat dan tujuan
mengajukan itsbat nikah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan Akta
Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas,
terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan
sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun
perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 6 sampai dengan pasal 12
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,
dan selain itu juga selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa
perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka
hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang
nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan Hukum Islam
sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-
Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz Ill, halaman 308 yang diambil alih
sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

awSsS aidro 80l 7w Jbladly W1 ,8] Judsg

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan

berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan

itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula kaidah Islam dalam kitab

I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :
wsls 530 alag pins aizua 4Sa 81l ls Tl soeall (s
.J.)& LS.).IALAh_g.
Artinya : “Dan  dalam pengakuan tentang  pernikahan  dengan
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seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan
dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil " ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat
disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku
Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai
kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah
ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula
pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut
ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
maka  permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka  yang
dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 1990 di Dusun Karang Jumat Desa
Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan
keabsahannya telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan
tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1
dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,
maka diperintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya
pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon | dan Pemohon II;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II.

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Lalu Abdul Salam bin
Muhali) dengan Pemohon Il (Serasih binti Bakti ) yang dilaksanakan pada
tanggal 25 Nopember 1990 di Dusun Karang Jumat Desa Marong
Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengabh;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Praya, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017

Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah, yang terdiri

dari H. Samad Harianto, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.

Mubhlis, SH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota

serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rahman, SH.

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Ketua Majelis
Ttd.

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd. Ttd.
H. Mubhlis, SH. Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.
Panitera Pengganti
Ttd.
Rahman, SH.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan - Rp. 380.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 471.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Praya,

Drs. H. NAPSIAH
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